LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


	MODUL
	BATASAN NILAI KEWENANGAN USULAN PENGELOLAAN BMN
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	Pendahuluan 

	
	
Tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN) adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan BMN pada semua satuan kerja. Namun dalam pelaksanaannya kecepatan dan ketepatan dalam menyelenggarakan penatausahaan BMN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengelolaan BMN di satuan kerja. Kecepatan dan ketepatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, kemampuan personel logistik dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN dan mekanisme yang mengatur alur penatausahaan BMN itu sendiri. 


Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN satuan kerja, penyelenggaraannya selain melibatkan Pengguna Barang sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai kewenangannya juga melibatkan satuan kerja jajaran Kementeriaan Keuangan sebagai Pengelola Barang sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang. Terkait penyelenggaraan penatausahaan BMN tersebut penggguna barang di Kementerian/Lembaga telah pula mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal membuat Keputusan maupun pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang khususnya Penetapan Status Pengguna barang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengajuan permohonan kepada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang tentunya membutuhkan waktu yang relatif panjang sehingga mempengaruhi kecepatan penatausahaan BMN Satker itu sendiri serta tindak lanjut pengelolaan BMN selanjutnya. Untuk itu diperlukan ketentuan yang mengatur batasan nilai kewenangan usulan pengelolaan BMN.

Untuk memberikan pemahaman tentang batasan nilai kewenangan usulan pengelolaan BMN bagi para personel logistik, maka dalam modul ini akan dibahas materi tentang: batas nilai kewenangan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN serta batas nilai kewenangan pemindahtanganan dan pemusnahan BMN.
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	Standar Kompetensi

	
	Memahami batas nilai kewenangan pengusulan pengelolaan BMN.
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	Kompetensi  Dasar

	
	1. Memahami batas nilai kewenangan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN

Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan batasan nilai kewenangan penetapan status penggunaan  BMN.
b. Menjelaskan batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN.
2. Memahami batas nilai kewenangan pemindahtanganan dan pemusnahan BMN
Indikator Hasil Belajar:

a. Menjelaskan batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN
b. Menjelaskan batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:
Batas nilai kewenangan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN.
Sub Pokok Bahasan:
a. Batasan nilai kewenangan penetapan status penggunaan  BMN.
b. Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN.
2. Pokok Bahasan 2:
Batas nilai kewenangan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN.
Sub Pokok Bahasan:
c. Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN.
d. Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN.
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	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang batasan nilai kewenangan penetapan BMN, Batasan nilai kewenangan penggunaan BMN, Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN, Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN dan Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN.

2. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang batasan nilai kewenangan penetapan BMN, Batasan nilai kewenangan penggunaan BMN, Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN, Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN dan Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN.
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	Alat, media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan:

a. Whiteboard.

b. Flipchart.

c. Komputer/laptop.

d. LCD Projector dan screen. 
e. Kertas flip chart.
f. Alat tulis.
2. Sumber Belajar:
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 666/KMK.01/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
b. Peraturan menteri keuangan nomor: 4/PMK.06/2015 tanggal 7 januari 2015 tentang pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelola barang.

c. Keputusan Kapolri KEP/1550/VIII/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kapolri kepada Aslog Kapolri, para Kapolda dan para Kapolres Metro/Kapolrestabes/kapolresta/Kapolres dalam hal proses usulan dan/atau penandatanganan, keputusan Kapolri tentang penetapan status penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) di lingkungan Polri
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10  menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Perkenalan.   
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran. 
b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti : penyampaian materi: 250 menit
a. Pendidik menyampaikan materi tentang batasan nilai kewenangan penetapan BMN, Batasan nilai kewenangan penggunaan BMN, Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN, Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN dan Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN.
b. Pendidik memberikan contoh Batasan nilai kewenangan penetapan BMN, Batasan nilai kewenangan penggunaan BMN, Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN, Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN dan Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN.
c. Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.

d. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk  bertanya tentang materi yang belum dipahami.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.

b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.

c. Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.

d. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran.
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	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik secara perorangan mengumpulkan resume materi 

	
	


	[image: image10.wmf]
	Lembar  Kegiatan

	
	---------------------------------------------------------------------------------------------
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	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 1 

BATAS NILAI KEWENANGAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMN
1. Batasan nilai kewenangan penetapan status BMN
Usulan penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN), berupa:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN  yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan, sebagai berikut:

1) Lebih dari Rp.100.000.000.000,Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat.

2) Lebih dari Rp.50.000.000.000,- s.d Rp.100.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI

3) Lebih dari Rp. 10.000.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN

4) s.d. Rp. 10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL

5) Lebih dari Rp. 10.000.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN

6) s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL

7) s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL
8) Setelah terbit Keputusan PSP dari pengelola barang agar ditembuskan kepada Aslog Kapolri.
b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN, berupa:

1) Lebih Rp.50.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat.

2) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- s.d  Rp.50.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI
3) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN

4) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL

5) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN

6) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL

7) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL
8) Setelah terbit Keputusan PSP dari pengelola barang agar ditembuskan kepada Aslog Kapolri

2. Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN
Usulan pemanfaatan  BMN dan perpanjangannya dalam bentuk:
a. Sewa untuk BMN berupa :
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN  yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan, sebagai berikut:

a) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.10.000.000.000,- s.d Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 50.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi Polri, diusulkan setelah mendapat persetujuan dari Kadiv TI Polri a.n. Kapolri (sesuai Perkap No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

i) Keputusan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya untuk Satker Mabes Polri oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri dan untuk tingkat Polda oleh Kapolda.
2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN, berupa:

a) Lebih Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat.

b) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d  Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI

c) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN

d) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL

e) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN

f) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL.

g) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL

h) Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi Polri, diusulkan setelah mendapat persetujuan dari Kadiv TI Polri a.n. Kapolri (sesuai Perkap No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

i) Keputusan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya untuk Satker Mabes Polri oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri dan untuk tingkat Polda oleh Kapolda.
b. Pinjam pakai BMN, berupa:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN  yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan, sebagai berikut:

a) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.10.000.000.000,- s.d Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) Usulan pinjam pakai diusulkan setelah mendapatkan izin prinsip Aslog Kapolri a.n. Kapolri.
2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN, berupa:

a) Lebih Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d  Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Usulan pinjam Pakai untuk Satker Mabes Polri diusulkan setelah mendapatkan izin prinsip dari Aslog Kapolri a.n. 

c. Kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN berupa::
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN  yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan, sebagai berikut:

a) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.10.000.000.000,- s.d Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) Keputusan kerja sama pemanfaatan BMN oleh oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri.
2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN, berupa:

a) Lebih Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d  Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) Keputusan kerja sama pemanfaatan BMN oleh Kapolda.

d. Kerjasama penyediaan infrastruktur BMN, berupa:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan tanah, sebagai berikut:

a) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) s.d Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI.
POKOK BAHASAN 2 

BATAS NILAI KEWENANGAN PEMINDAHTANGANAN DAN PEMUSNAHAN BMN
1. Batasan Nilai Kewenangan Pemindah-tanganan BMN

a. Usulan pemindahtanganan BMN dalam rangka penghapusan dengan cara penjualan, berupa :

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:
a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Usulan pemindah tanganan BMN yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR, diusulkan oleh Kapolr;
i) Keputusan pemindah tanganan BMN dalam rangka penghapusan dengan cara penjualan oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri.
2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN perusulan, sebagai berikut:
a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Keputusan pemindah tanganan BMN dalam rangka penghapusan dengan cara penjualan untuk tingkat Mabes Polri oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri dan untuk Satker Kewilayahan oleh Kapolda a.n. Kapolri.
b. Pemindahtanganan BMN dengan cara tukar menukar, berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan), sebgai berikut:

a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Pemindah tanganan BMN dengan cara tukar menukar  diusulkan setelah mendapat persetujuan izin.

2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan, sebagai berikut:
a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL.

c. Penetapan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah berupa:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan), sebgai berikut:

a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) Pemindah tanganan BMN dengan cara tukar menukar  diusulkan setelah mendapat persetujuan izin;
h) Pemindaht anganan BMN dengan cara hibah diusulkan setelah mendapat persetujuan jzn prinsip dari Kapolri.
2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN perusulan:
a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- s.d. dari Rp.10.000.000.000,-   Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) Pemindaht anganan BMN dengan cara hibah diusulkan setelah mendapat persetujuan jzn prinsip dari Kapolri.
2. Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN
a. Pemusnahan atau penghapusan BMN  karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menjadi penyebab penghapusan, berupa:

1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan:
a) Lebih dari Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.10.000.000.000,- s.d Rp.25.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 50.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 5.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL.
2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN perusulan, sebagai berikut:
a) Lebih dari Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
b) Lebih dari Rp.2.500.000.000,- s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
c) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KAKANWIL DJKN;
d) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri untuk BMN Satker Mabes Polri kepada KA KPKNL;
e) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s.d. Rp. 2.500.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KAKANWIL DJKN;
f) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolda untuk BMN tingkat Polda kepada KA KPKNL;
g) s.d. Rp. 1.000.000.000,- Kapolres Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta/ Kapolres a.n. Kapolda Untuk BMN di Polres Kepada KA KPKNL;
h) Pengelolaan pemusnahan/ penghapusan BMN berupa senpi/amunisi/ handak Polri yang tidak layak pakai dilaksanakan secara terpusat pada Slog Polri;
i) Penetapan keputusan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menjadi penyebab penghapusan di tingkat Mabes Polri oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri dan di Satker kewilayahan oleh Kapolda (sesuai dengan batas kewenangan pengusulan).
b. Pemanfaatan Barang Milik Negara  eks BMN Idle

1) Usulan pemanfaatan BMN eks BMN Idle diajukan setelah mendapatkan izin prinsip Kapolri;
2) Keputusan pemanfaatan BMN eks BMN Idle  oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri.
c. Pemindahtanganan BMN eks BMN Idle yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan

1) Lebih dari Rp.5.000.000.000,-  s.d.        Rp.10.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
2) s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
3) Usulan pemanfaatan BMN eks BMN Idle yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diajukan setelah mendapatkan izin prinsip Kapolri;
4) Keputusan pemanfaatan BMN eks BMN Idle  yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri.

d. Penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan BMN yang berasal dari asset eks Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai, sebagai berikut: 
1) Lebih dari Rp.5.000.000.000,-  Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada  DJKN Pusat;
2) s.d Rp.5.000.000.000,- Aslog a.n.Kapolri mengajukan kepada DIR PKNSI;
3) Usulan Penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan BMN yang berasal dari asset eks Kepabeanan dan Cukai diajukan setelah mendapatkan izin prinsip Kapolri;
4) Keputusan Penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan BMN yang berasal dari asset eks Kepabeanan dan Cukai  oleh Aslog Kapolri a.n. Kapolri.
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	Rangkuman

	
	1. Batasan nilai kewenangan penetapan status BMN:

a. Penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN).
b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN.
2. Batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN:

a. Pemanfaatan  BMN dan perpanjangannya.
b. Sewa untuk BMN.
c. Pinjam pakai BMN.

d. Kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN.
e. Kerjasama penyediaan infrastruktur BMN.
3. Batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN:

a. Pemindahtanganan BMN dalam rangka penghapusan dengan cara penjualan.
b. Pemindahtanganan BMN dengan cara tukar menukar.
c. Penetapan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah.
4. Batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN:

a. Pemusnahan atau penghapusan BMN  karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menjadi penyebab penghapusan.
b. Pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri dengan cara penjualan.
c. Pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri.
d. Pemusnahan atau penghapusan BMN  yang berada di Luar Negeri.
e. Pemanfaatan Barang Milik Negara  eks BMN Idle.
f. Pemindahtanganan BMN eks BMN Idle yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
g. Penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau penghapusan BMN yang berasal dari asset eks Kepabeanan dan Cukai dengan perkiraan nilai,
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	Soal Latihan

	
	1. Jelaskan tentang batasan nilai kewenangan penetapan status BMN!

2. Jelaskan tentang batasan nilai kewenangan pemanfaatan BMN!

3. Jelaskan tentang batasan nilai kewenangan pemindahtanganan BMN!

4. Jelaskan tentang batasan nilai kewenangan pemusnahan BMN!
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